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Abstract 
 

This research was conducted at the Regional Office of BPD in 

Tawalian Timur Village, Mamasa Regency and this study aimed 

to find out how the implementation of the function of the District 

of Mamasa in realizing the effectiveness of the performance of 

the BPD in implementing the function of the BPD of Mamasa 

Regency and the factors that influence the implementation of the 

function of the BPD. The results of this study explain that the 

function of making regulations can be better implemented and 

realized, in contrast to the function in accommodating the 

aspirations of the community in supervising the performance of 

the Village Head which has not been maximized in its 

implementation due to the lack of BPD members' understanding 

of their duties and functions based on applicable regulations. 

 

Keywords: BPD Performance, Implementation, implementation 

of BPD Functions. 

 

Abstrak 
 

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor BPD Desa Tawalian 

Timur Kabupaten Mamasa dan penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan fungsi 

Kabupaten Mamasa dalam mewujudkan Evektifitas kinerja 

BPD dalam pelaksaan  fungsi BPD Kabupaten Mamasa 

serta faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi 

BPD. Hasil penelitian ini  menjelaskan  bahwafungsi pada 

pembuatan regulasi lebih dapat terlaksana dan terealisasi 

dengan baik, berbeda dengan fungsi dalam menampung 

aspirasi masyarakat dalam melakukan pengawasan kinerja 

Kepala Desa yang belum maksimal dalam pelaksanaannya 

dikarenakan kurangnya pemahaman anggota BPD terhadap 

tugas dan fungsinya berdasarkan peraturanyang berlaku. 

 

Kata Kunci :Kinerja BPD, Pelaksanaan, pelaksanaan 

Fungsi BPD. 
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1. PENDAHULUAN 

 
BPD mempunyai tanggungjawab bersama 

dengan Kepala Desa untuk merencanakan dan 

menetapkan kebijakan dengan melaksanakan 

pemerintahan dan pembangunan fisik Desa. 

Badan Permusyawaratan  Desa juga sebagai 

perwakilan masyarakat,  dalam hal ini dapat 

berpartisipasi dalam pengawasan 

penyelenggaraan pembangunan serta 

pemerintahan di Desa. Disamping itu Badan 

Permusyaratan Desa juga berkewajiban untuk 

memperlancar pelaksanaan tugas Kepala Desa. 

BPD dan Kepala Desa perlu meningkatkan 

pelaksanaan koordinasi guna mewujudkan 

kerjasama yang baik dalam proses pembangunan 

di Desa.  

Maka dari itu, BPD selaku badan 

permusyawaratan yang anggotanya berasal dari 

masyarakat Desa sendiri dan dipilih secara 

terbuka dan demokratis.Selain menjalankan 

fungsinya sebagai tempat yang menghubungkan 

antara Kepala Desa dengan warga masyarakat. 

Badan Permusyaratan Desa diharapkan mempu 

penyampaian aspirasi masyarakat dalam 

melaksanakan tugas pembangunan fisik desa 

yang selaras dengan berbagai  kebijakan Kepala 

Desa dalam pelaksanaan tugasnya. Tugas Badan 

Permusyawaratan Desa adalah mengawasi 

penyelenggaraan pembangunan fisik Desa yang 

dikelola oleh Kepala Desa selaku pemerintah 

Desa. 

Berdasarkan uraian berbagai latar belakang 

masalah  tersebut, penulis tertarik ingin 

mengkaji permasalahan-permasalahan tersebut 

dengan menghubungkan bagaimana Badan 

Permusyawaratan Desa yang ada di  Desa 

Tawalian Timur mengenai pelaksanaan fungsinya 

jika ditinjau dari sisi Pelaksanaan. Oleh karena  

itu penulis mengangkat suatu judul penelitian 

yaitu “Pelaksanaan Pelaksanaan Fungsi Badan 
Permusyawaratan Desa di Desa Tawalian Timur 
Kecamatan Tawalian Kabupaten Mamasa”. 
 

2. METODE PENELITIAN 

Jenis Penelitian 

 Jenis penelitianyang diambil dalam proposal 

adalah penelitian dengan pendekatan deskriptif 

kualitatif dengan menggunakan penelitian survey, 

wawancara.Dalam penelitian ini, informasi di 

kumpulkan dari responden yaitu kepala desa, badan 

perwakilan desa serta masyarakat. 

Lokasi dan Waktu Penelitian 

Di desa Tawalian Timur Penulis memilih 

sebagai lokasi penelitian tepatnya di Kecamatan 

Tawalian Kabupaten Mamasa dimana desa tersebut 

terdapat anggota Badan Permusyawaratan Desa 

yang berjumlah 9 orang dengan latar belakang 

pendidikan yang berbeda. 

Dan dengan ini penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian di Desa Tawalian Timur guna 

untuk melaksanakan kewenangan sebagai 

pemerintah Desa, sehingga banyanknya 

permasalahan yang dapat timbul terkait pelaksanaan 

fungsi masyarakat dalam menunjang pembangunan 

secara maksimal dan berkelanjutan. 

Penelitian ini dilaksanakan selama dua bulan 

yaitu pada bulan Februasi sampai dengan bulan 

Maret pada Tahun 2020. 

 

Tehnik Pengumpulan Data 

Pada metode pengumpulan data ini dalam hal 

penelitian  penulis menggunakan antara lain 

:Penelitian yang bersifat kepustakaan (libarary 

research), dan Penelititaan Lapangan, dan Tehnik 

Analisis Data 

 

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Selaku Badan Pengawas Desa terdapat komponen 

dalam Pemerintah Desa yang memiliku peran aktif 

yang sangat vital terhadap konstribusi dan 

kemajuan suatu desa khsususnya pada penyaluran 

aspirasi masyarakat desa. 

Adanya kejelasan salah atu fungsi Badan 

Permusyawatan Desa sebagai suatu fungsi 

legsilatif yang telah dijelaskan secara terstruktur 

oleh Prmendagri bahwasanya Badan 

Permusyawaratan Desa memiliki peran aktif yan 

membahas dan menyepakati berbagai peraturan 

desa bersama dengan kepala Desa, disamping itu 

Badan Permusyawaratan Desa juga berfungsi 

sebagai penampung penyalur aspirasi masyarakat 

di suatu desa. 

Keadaan Geografi 

Dari sudut pandang georafis wilayah Desa 

Tawalian Timur merupakan salah satu Desa di 

Kabupaten Mamasa yang mempunyai luas wilayah 

mencapai kurang lebih 506 Ha.Adapun jumlah 

penduduk Desa Tawalian Timur sebanyak 2051 Jiwa 

dan 649 KK.Desa Tawalian Timur merupakan salah 

satu desa dari tiga desa yang ada di Kecamatan 

Tawalian Kabupaten Mamasa.Desa Tawalian Timur 

berada dengan posisi wilayahwa perbukitan atau 

wilayah tingga berupa pegunungan.Desa Tawalian 

Timur terletak disebalah Utara dari Kelurahan 

Tawalian yang apabila ditempuh dengan memakai 

kendaraan hanya menghabiskan waktu ± 60 menit. 

Berikut adalah gambar dari peta Desa Tawalian 

Timur Kecamatan Tawalian Kabupaten Mamasa. 
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Fungsi BPD sudah berjalan sesuai aturan yang 

ada meskipun belum maksimal karena sebagaian 

anggota BPD belum mengetahui betul tugas dan 

fungsinya sebagai anggota BPD, Merumuskan dan 

mengusulkan program,  serta pelaksanaan 

peraturan-peraturan desa. 

Faktor yang menghambat pelaksanaan fungsi 

BPD yaitu penyediaan sarana dan prasrana belem 

memadai, anggaran yang masuk belum mencukupi, 

kurangnya pelatihan-pelatihan pada anggota BPD. 

Untuk menciptakan pemerintah desa yang 

lebih profosioanal maka dituntut adanya hubungan 

dan kerja sama yang baik dan harmonis antara 

Bdan Permusyawaratan  Desa, dengan maksud agar 

terciptanya pelayanan pemerintah yang lebih baik 

dengan kepedulian yang tinggi terhadap 

masyarakat. Bentuk hubungan antara Badan 

Permusawaratn Desa dengan Pemerintah Desa, dan 

ini dimaksudkan agar terciptanya pelayanan 

pemerintah yang mampu melayani dengan baik, 

bentuk hubungan antara Badan Permusyawaratan 

Desa dengan Pemerintah Desa bersifat timbal balik 

dan saling membutuhkan satu sama lain demi 

terciptanya pemrintahan yang lebih baik serta 

berkelanjutan. Keterkaitan antara Pemerintah Desa 

dengan Badan Permusyawaratan Desa akan 

mempengaruhi suatu aspirasi masyarakat sebagai 

objek untuk menjalankan pemerintahan dilingkup 

Pemerintah Desa. Dengan berlakunya Undang-

undang Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 

tentang Badan Permusyawartan Desa. 

Dari rangkaian diatas maka sangat dibutuhkan 

adanya sosialisasi yang secara aktif harus dilakukan 

oleha Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dari 

Pemerintah Desa rdan maupun dari anggota Badan 

Permusyawaratan Desa itu sendiri, dan ini sangat 

diharap supaya mampu memahami fungsinya 

masing-masing baik Pemerintah Desa ataupun 

masyarakat itu sendiri tetapi kenyataan yang terjadi 

dilapangan pelaksanaan sosialisasi ini belum ada 

yang diterapkan di Desa Tawalian Timur. Sedangkan 

sosialisasi ini sangat dibutuhkan dalam 

melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing 

sesuai dengan undang-undang yang berlaku 

 

 

 

 

 

4. KESIMPULAN DAN SARAN 
 

Kesimpulan 
Berdasarkan dari pembahasan dan hasil 

penelitian  yang  disesuaikan dengan rumusan 

masalah, maka kesimpulan dari penelitian ini 

adalah ; 

1) Dalam pelaksanaan fungsi Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD) ditemukan masih 

terdapat beberapa kelamahan dalam menjalankan 

fungsi BPD di Desa Tawalian Timur karena masih 

sangat kurangnya pemahaman anggota BPD 

terhadap tugas dan fungsinya itu sendiri. 

Sedangkan diketahui bahwa fungsi dari Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD) yaitu membahas 

dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa, dan 

menampung aspirasi masyarakat, serta 

melakukan suatu pengawasan kinerja Kepala 

Desa Tawalian Timur. Dari hasil penelitian 

menunjukkan bahwa fungsi pada pembuatan 

regulasi lebih terlaksana dan teraliasasi, berbeda 

dengan fungsinya yang menampung aspirasi 

masyarakat dan melakukan pengawasan kinerja 

Kepala Desa yang belum maksimal pada 

pelaksanaannya disebabkan karena masih sangat 

kurangnya pemahaman anggotan BPD terhadap 

tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan yang 

telah berlaku kotor. 

2) Faktor-faktor yang mempengaruhi 

Pelaksanaan Badan Permusyawaratan Desa ; 

A. Faktor Pendukung 

 Warga Masyarakat Desa Tawalian 

Timur 

 Interaksi dan pola hubungan 

masyarakat 

 Pendapatan Isentif 

 Pelatihan kepada anggota BPD 

 Sistem Pemilihan anggota BPD 

 Sarana dan Prasana 

 

B. Faktor Penghambat 

 

a) BPD  dan masyarakat masih 

kurangnya memahami tugas dan fungsi BPD 

sesuai dengan peraturan Pemerintah Desa 

yang berlaku. 

b) Tidak terlaksana sosialisasi dari 

Pemerintah Desa dengan fungsi Badan 

Permusyawaratan Desa 

c) Sarana dan prasarana sampai saat 

ini belum dapat dikatakan memadai 

d)Tidaknnya pelatihan-pelatihan yang 

dilakukan oleh Pemrintah Desa untuk 

Anggota BPD dalam meningkat tugas dan 

fungsi Badan Permusyawaratan Desa.. 

 

Saran 
1. Dalam peningkatan  diperlukan kompetensi 

Sember Daya Manusia anggota BPD di 
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Desa Tawalian Timur agar pengawasan 

pemerintahan desa mulai dari proses 

legislasi sampai pada pengawasan APBDes 

serta peraturan desa dpat berjalan dengan 

secara maksimal. Hal ini dapat dilakukan 

dengan melakukan pelatihan dan 

penyuluhan kepada anggota BPD.  Jika 

diperlukan maka dapat dilakukan 

pergantian anggota Badan 

Permpusyawaratan Desa  yang lebih 

kompeten dalam melaksanakan tugasnya. 

2.  Dalam menjalankan tugas dan fungsi BPD 

diperlukan sosialisasi yang secara 

menyeluruh dan aktif dengan melakukan 

secara rutin kepada masyarakat mengenai 

keberadaan BPD serta tugas dan fungsi 

Badan Permusyawaratan Desa di Desa 

Tawalian Timur. Selain itu dari segi 

anggaran atau pendanaan untuk kegiatan 

operasioanal  BPD perlu ditingkatkan 

untuk kesejahtraan anggota BPD. Akan 

tetapi jika penyelenggaraan BPD di Desa 

Tawalian Timur telah sesuai dengan 

ketentuan dalam undang-undang yang 

berlaku di Pemrintah Desa. 
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